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Obyek wisata pantai adalah potensi yang paling umum dan diminati diseluruh dunia 
karena kemampuannya menyerap kedatangan manusia terbanyak dan tidak pernah 
terputus setiap dari hari ke minggunya. Antara keadaaan perekonomian masyarakat yang 
masih memperihatinkan dan potensi obyek wisata pantai yang menggiurkan di kampung 
Onggaya masih menjadi suatu kondisi yang statis. 
Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Akar Masalah Dan Solusi (MAAMS), 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya stagnasi pengelolaan 
obyek wisata pantai Onggaya.   
Diperoleh faktor-faktor penyebab terjadinya stagnasi pengelolaan obyek wisata 
pantai Onggaya antara lain sebagai berikut : Adanya perampingan manajemen WWF 
sehingga kinerja organisasinya tidak lagi mampu mendampingi pengelolaan pantai 
Onggaya, masyarakat kelompok pengelola wisata pantai Onggaya binaan WWF belum 
mampu mandiri, nama dan bentuk keindahan pantai Onggaya belum begitu dikenal pada 
skala lokal Merauke, adanya kesan akses darat ke Onggaya sulit dijangkau, tidak ada aksi 
ambil alih pendampingan pengelolaan pantai Onggaya baik oleh Pemda Merauke maupun 
dari Balai Taman Nasioan (BTN) Wasur. Diperoleh akar masalah adalah pengetahuan 
yang belum memadai tentang prospek wisata pantai dan stakeholders belum merasa 
berkepentingan di Onggaya sehingga tidak ada promosi yang bersifat rutin. Alternatif 
solusi yang diberikan adalah perlu adanya koordinasi antara BTN Wasur dan Dinas 
Kebudayaan & Parawisata Kabupaten Merauke tentang masing-masing peran dalam 
melakukan pendampingan pengelolaan pantai Onggaya, aksi promosi harus dilakukan 
secara rutin oleh semua pihak terkait. Semua jenis media promosi dapat dioptimalkan 
yang difasilitasi oleh dinas pariwisata Merauke sebagai pengemban Visi Misi Parawisata 
Merauke. 
 












Obyek wisata pantai adalah potensi 
yang paling umum dan diminati diseluruh 
dunia karena kemampuannya  menyerap 
kedatangan manusia terbanyak dan tidak 
pernah terputus setiap dari hari ke 
minggunya. Obyek wisata pantai juga tidak 
mengenal adanya pembatasan umur mulai 
dari balita, anak-anak, remaja, orang dewasa 
maupun orang tua jompo semuanya berhak 
dan tidak ada larangan bagi mereka untuk 
menikmati keidahan pantai. 
Bertolak dari kemampuan 
keindahannya atau daya tarik pantai untuk 
mendatangkan manusia secara massal maka 
potensi multiple layer effect terhadap 
perkembangan wilayah pantai dan 
sekitarnya tidak dapat dihindari. Efek yang 
dimaksud adalah efek baik dan efek buruk 
yang dipastikan akan datang bersama-sama. 
Dampak baiknya karena wisatawan 
lokal maupun mancanegara pasti akan 
mencari kebutuhan dasarnya seperti 
kebutuhan makan, minum, dan tempat 
tinggal. Berdasarkan kebutuhan dasar 
tersebut maka kedatangan uang yang akan 
beredar secara kontinyu dan akan 
mendorong peningkatan perekonomian 
diwilayah pantai dan sekitarnya  sehingga 
masyarakat yang kreatif dapat menikmati 
kesejahteraan hidup yang lebih baik dan 
menjanjikan. Demikian pula dampak 
negatifnya terhadap lingkungan yang 
biasanya terlihat yaitu sampah-sampah 
plastic serta pemandangan tabu yang tidak 
biasa di depan umum. 
Pengembangan industri parawisata 
mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi 
perkembangan wilayah didaerah sekitar 
obyek wisata, sehingga dapat bertindak 
sebagai ‘Leading Industries’.Konsep leading 
industries mendasarkan pemikiran bahwa 
pada pusat-pusat pertumbuhan terhadap 
suatu kegiatan dan kegiatan tersebut 
merupakan daya tarik berupa obyek wisata 
yang menarik dan padat pengunjung yang 
terletak pada lokasi yang strategis (Sujali, 
1989). 
Permasalahan yang paling mendasar 
bagi kita di Merauke sekarang ini adalah 
mengapa potensi obyek wisata pantai yang 
kita miliki dan tidak kalah indahnya dengan 
wilayah pesisir pantai lainnya di Indonesia 
justru belum mampu memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap peningkatan 
ekonomi masyarakatnya. Seperti contohnya 
obyek wisata pantai Onggaya yang berada di 
Kampung Onggaya Distrik Naukenjerai 
Kabupaten Merauke dimana potensi 
keindahannya yang luar biasa, bersih dari 






sampah industry demikian pula hasil 
tangkapan ikan dan udang yang dapat 
dikonsumsi oleh wisatawan. 
Antara keadaan perekonomian 
masyarakat yang masih memperihatinkan 
dan potensi obyek wisata pantai yang 
menggiurkan di Kampung Onggaya masih 
menjadi suatu kondisi yang statis dan 
menyimpan sekelumit permasalahan yang 
menunggu untuk diungkap secara sistematis 
dan terencana. 
Berdasarkan hasil survey awal obyek 
wisata pantai Onggaya yang termasuk dalam 
kampung binaan Universitas Musamus 
bahwa obyek wisata pantai Onggaya sudah 
pernah terjadi arus kedatangan turis 
mancanegara sejak masih dikelola oleh 
World Wide Fundation (WWF) pada tahun 
1992 dan sejak diserahkan kepada 
pemerintah daerah Kabupaten Merauke pada 
tahun 1995 justru aktivitas kedatangan 
wisatawan mancanegara dan wisatawan 
lokal dari kota Merauke tidak lagi terlihat. 
Survey lanjutan menunjukkan bahwa 
obyek wisata pantai di kampung Onggaya 
belum memiliki konsep perencanaan yang 
dapat dipakai untuk mempersiapkan 
masyarakat agar mampu dan tahu untuk 
mengelola potensi alam pantainya secara 
berkelanjutan. Sehubungan dengan hal 
tersebut sebelum melakukan penyusunan 
dokumen perencanaan pariwisata pantai 
Onggaya yang lebih inovatif dan integrative 
berbasis pemberdayaan masyarakat setempat 
maka pada kesempatn ini terlebih dahulu 
dilakukan penelitian tentang “ Kajian 
Permasalahan Terjadinya Stagnasi 
Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Kampung 
Onggaya Kabupaten Merauke” 
 
STUDI PUSTAKA 
1. Pengertian Pariwisata 
Pariwisata adalah salah satu jenis 
industry yang baru yang mampu 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang 
cepat dalam penyediaan lapangan kerja, 
peningkatan penghasilan, standar hidup serta 
menstimulasi sektor-sektor produktifitas 
lainnya. Selanjutnya sebagai sebagai sektor 
yang kompleks, ia juga meliputi industry-
industri klasik yang sebenarnya seperti 
industry kerajinan tangan atau cindera mata. 
Penginapan dan transportasi secara 
ekonomis juga dipandang sebagai industry. 
(Pendid, 1994:34) 
Sedangkan menurut Yoeti (1985:21), 
pariwisata adalah suatu perjalanan untuk 
sementara waktu yang diselenggarakn dari 
suatu tempat ke tempat lain dengan maksud 
tujuan bukan berusaha (bussines) atau 






mencari nafkah, tetapi semata-mata 
menikmati perjalanan tersebut untuk 
mebutuhan. 
Obyek dan daya tarik wisata adalah 
perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata 
hidup, seni budaya serta sejarah bangsa, dan 
tempat atau keadaan alam yang mempunyai 
daya tarik untuk dikunjungi wisatawan (UU 
RI No.9 tahun 1990) 
 
2. Strategi pengembangan pariwisata 
Menghadapi kemungkinan timbulnya 
pariwisata massal wisatawan domestik dan 
manca Negara dalam masa mendatang, 
Indonesia tidak saja memerlukan proses 
perancangan dan perencanaan yang luas, 
tetapi juga perlu menerapkan strategi yang 
tepat untuk mengelola lingkungan dan 
sumber daya baharinya. Bila tidak, dampak 
pembangunan pariwisata bahari terhadap 
lingkungannya menjadi tidak tertahankan 
dan sulit dikendalikan. Strategi berikut 
disarankan bagi pengembangan pariwisata 
pantai dan laut diindonesia (Atmaja dalam 
Gunawan, 1997:131) 
a. Pengembagnan wisata bahari Indonesia 
harus berdasar prinsip pembangunan 
yang berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan. Dengan demikian, dampak 
positif maupun negatifnya dapat 
diwaspadai sedini mungkin dengan 
pengembangan sistem pengelolaan 
dampak lingkungan. 
b. Pengembangan pariwisata pantai dan laut 
harus menjkadi sarana bagi pemanfaatan 
sumber daya bahari secara optimal, yang 
selanjutnya dapat meningkatkan kualitas 
lingkungan. Oleh sebab itu, 
pembangunan ekowisata dan atau 
pariwisata yang ramah lingkungan 
hendaknya digalakkan di lingkungan 
pantai dan laut Indonesia. 
c. Pengembangan social ekonomi dan social 
ekowisata bahari hendaknya diarahkan 
kepada pemerataan, keterlibatan, peran 
serta dan tanggung jawab masyarakat dan 
sektor swasta dari berbagai tingkatan. 
 
3. Masalah pariwisata 
(Yoeti, 2003) mengemukakan, dengan 
diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan 
UU No. 25, maka daerah memiliki 
kewenangan yang seluas-luasnya untuk 
mengatur urusan rumah tangganya sendiri 
sesuai dengan potensi dan keanekaragaman 
sumber daya yang dimiliki daerah. Artinya, 
dalam pengembangan pariwisata, tugas 
kantor menteri kebudayaan dan pariwisata 
hanya sekedar menjual image sebagai 
fasilitator saja, sedangkan pengembangan 






produk, pemasaran, promosi serta menjual 
produk menjadi tanggung jawab Kabupaten. 
Ternyata dalam pelaksanaanya 
menimbulkan masalah. Seperti kita ketahui, 
yang menonjol dalam UU No. 22 tahun 
1999 adalah keterkaitanya dengan kejelasan 
pemerintah daerah untuk mengelola dan 
memanfaatkan sumber daya daerahnya. 
Yang terjadi sebelumnya, urusan yang 
diserahkan kepada kabupaten/kota tidak 
disertai dengan penyerahan perangkat 
peralatan dan susmber pembiayaan sehingga 
daerah sukar untuk merealisasikan 
wewenang yang diberikan. 
Hal yang sama, kini terjadi kembali 
dalam penyerahan pengembangan 
pariwisata, termasuk pemasarannya 
diserahkan ke daerah tetapi tanpa petunjuak 
dan pengarahan yang mendasar terutama 
tentang hak, kewajiban dan wewenang. 
Akibatnya penyerahan urusan ini akhirnya 
tidak memberikan kesesuaian pada daerah 
dalam pengembangan kemandiriannya, 
dilain pihak pemerintah pusat sendiri hanya 
bertindak sebagai fasilitator, tetapi 
kenyataan kenyataan apa yang dilakukan 
pusat tetap saja seperti dulu. Sementara 
daaerah berjalan tanpa arah sesuai dengan 
persepsi masing-masing daerah itu sendiri. 
Apa yang terjadi menambah beban bagi 
kabupaten/kota, khususnya dalam 
kepariwisataan masalah yang timbul adalah : 
1) bagaimana dapat memberdayakan 
kabupaten kota yang kemampuannya 
relative sangat terbatas dalam segala hal, 
selain belum tersedia SDM yang andal, juga 
diperlukan peraturan daerah (perda) yang 
mengatur kepariwisataan supaya dapat 
memberi ruang yang elbih luas untuk 
mengembangkan potensi wisata 
didaerahnya, 2) Kemampuan DIPARDA 
untuk melakukan koordinasi dengan sektor-
sektor terkait didaerah, disamping kegiatan 
pariwisata yang banyak bersifat lintas 
wilayah dan bahkan antar Negara masih 
sangat lemah, belum adanya rencana induk 
pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) 
yang akan dijadikan pedoman sebagai 
petunjuk pelaksanaan pengembangan 
pariwisata berkelanjutan didaerah, 3) sejauh 
mana kabuptaen/kota diikut sertakan dalam 
perumusan perencanaan strategis, yang 
tentunya akan banyak melibatkan kerja sama 
pemerintah dengan pihak industry dan para 
investor yang berminat menambahkan 
modalnya di kabupaten/kota. 
 
4. Metode analisis akar masalah 
(Harsono, 2008), menjabarkan cara 
berpikir untuk mengidentifikasi akar 






masalah/penyebab dalam wujud model 
verbal. Model verbal yang pertama hanya 
berupa rangkaian “mengapa-sebab atau 
(sebab) mengapa, dan seterusnya” yang 
ditujukan pada kasus atau masalah social 
tertentu.Setelah diuji coba, dibuat model 
verbal berikutnya berupa “mengapa-sebab 
(sebab) – benarkah (ya/tidak)-mengapa, dan 
seterusnya”.Kemudian agar lebih mudah 
lagi, konkrit, dan dapat ditirukan, dibuat 
peraga/model visualnya berupa tata-alir 
(flow chart). 
Berikut ini adalah langkah-langkah 
menjalankan MAAMS : 
a. Rumuskan suatu masalah (sosial dan 
kemanusiaan) dalam bentuk yang dapat 
diajukan pertanyaan “apa sebab-
sebabnya”. Misalnya. Apa penyebab 
timbulnya perkelahian pelajar : mengapa 
kualitas SDM kita rendah, mengapa 
Malaysia berani mengincar Ambalat, apa 
sebab-sebab penularan HIV/AIDS, juga 
pemakaian narkoba yang semakin luas ? 
jenis pertanyaan yang mengarah pada 
solusi ini harus didukung fakta. Jika dari 
judul (artikel, makalah, skripsi, tesis, 
disertasi) tidak dapat diajukan pertanyaan 
(apa sebabnya, mengapa), identifikasi 
lebih dulu alas an-alasan atau fakta-fakta 
yang biasanya tertulis sebagai latar 
belakang masalah. Terhadap alas an-
alasan atau fakta-fakta inilah diajukan 
pertanyaan mengapa atau apa sebab-
sebabnya. 
b. Identifikasi sebab-sebab negative yang 
paling langsung dari X. misalnya ada 4 
faktor, ditandai dengan Sa1, Sb1, Sc1, 
Sd1. (S=sebab, abcd=masing-masing 
factor, angka 1= tahap pertama 
penelusuran sebab). Sebab negative yaitu 
suatu keadaan salah-buruk yang perlu 
diatasi atau diperbaiki, sedangkan paling 
langsung yaitu sebab yang tidak diantarai 
oleh sebab lain. Dalam fenomena social 
hamper tidak ditemukan adanya satu 
factor yang menyebabkan satu fakta lain, 
melainkan beberapa factor sekaligus, baik 
secara kasual maupun korelasional. 
Disinilah muncul kebutuhan untuk 
berpikir dan kerja sama secara 
intredisiplin, miltidisiplin, atau 
transdisiplin pengetahuan. 
c. Terhadap masing-masing sebab (faktor) 
diajukan pertanyaan “benarkah?” dalam 
arti apakah ia memang menjadi sebab 
dari masalah X. untuk itu lebih dulu 
dilakukan pengkajian dan penelitian, baik 
secara logis (formal) maupun empiris 
(material), kualitas maupun kuantitatif, 
induktif maupun deduktif (Hayon, 2005). 






Jika hasilnya benar, sebab tersebut 
diabaikan dan kembali ke awal dengan 
mengidentifikasi kemungkinan sebab 
lainnya. Pada langkah ketiga inilah 
keseluruhan pengetahuan tentang 
kebenaran dan pendekatan terhadap 
masalah diterapkan secara kritis. 
d. Tahap kedua dan seterusnya (tahap ke-n) 
caranya sama seperti tahap pertama. 
Bedanya adalah bahwa kemungkinan 
sebab (faktor) yang diidentifikasi emnjadi 
semakin sedikit karena adanya kesamaan 
sehingga bukan a,b,c,d lagi tapi a,b,c dan 
pada akhirnya a dan b sebagai sebab 
terdalam atau akar masalah (a dan b 
menunjukkan bahwa sebab dasar terdiri 
lebih dari satu sebab). Sebab sebelumnya, 
penjabaran atau rincian yang panjang 
dapat disampaikan dalam bentuk catatan 
kaki. 
e. Penelusuran dapat dihentikan dengan 
memperhatikan dua syarat. Pertama, apa 
yang dipandang sebagai akar masalah 
tersebut dapat secara sekaligus dicarikan 
solusi individual/personal/mentalistik - 
berupa himbauan pada nurani atau niat 
seseorang-maupun solusi 
sistemik/structural/institusional/legalistic 
– berupa UU atau peraturan dengan 
sanksi hokum. Solusi individual relative 
mudah dilaksanakan, sedangkan solusi 
sistemik lebih sulit dilaksanakan. Oleh 
karena itu untuk memenuhi syarat solusi 
sistemik ini, rumusan sebab atau akar 
masalah hendaknya memperlihatkan 
prilaku nyata yang cukup mudah diamati, 
dan tentu saja layak untuk dijatuhi sanksi 
hokum. Jika syarat ini tidak terpenuhi, 
proses diulang dari tahap sebelumnya 
atau dari awal lagi. 
f. Mengenai solusi, didalam flow chart 
dibedakan menjadi tiga yaitu 
darurat/permukaan/jangka pendek, 
tanggung/jangka menengah, dan 
dasar/jangka panjang. Jika identifikasi 
sebab-sebab dilakukan hanya sampai 
permukaan saja, maka solusinya pun 
bersifat permukaan, demikian pula bila 
tanggung (dua tahap inilah yang sering 
terjadi sehingga menimbulkan 
perbincangan yang berkepanjangan, dan 
lalu dipotong-potong menjadi kemasan 
topic-topik kecil yang sangat banyak 
jumlahnya. Analisis yang tidak tuntas ini, 
secara sadar atau tidak, dimanfaatkan 
oleh media massa secara komersial-
komodifikasi masalah-berupa talk show 
dan rubrik opini. Kalangan akdemis pun 
bisa tanpa sengaja melakukan hal yang 
sama dengan mengemasnya sebagai 






topic-topik penelitian dan diskusi, dan 
tema jurnal yang mungkin sekadar 
menambah penghasilan, publikasi, dan 
angka kredit kenaikan pangkat. Tetapi 
tidak mengatasi masalah secara tuntas. 
Kerja sama media massa dan ilmuwan 
bisa tergelincir melakukan “play acting at 
science” yang meunculkan ilmuan 
selebritis. Hanya bila akar masalah 
teridentifikasi maka solusi dasar ditindak 
lanjuti lagi dengan evaluasi, termasuk 



























1. Jenis penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian 
desktiptif kualitatif yang menjelaskan 
mengenai permasalahan terjadinya 
stagnasi pengelolaan wisata pantai 
Onggaya pada Distrik Naukenjerai 
Kabupaten Merauke. 
2. Jenis data 
Untuk mencapai maksud penelitian ini 
maka jenis data yang akan dikumpulkan 
dikelompokkan sebagai berikut : 
a. Data primer : 
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 
permasalahan pengelolaan obyek 
wisata pantai Onggaya dimana pihak 
yang terkait langsung : 
- Penerintah/ masyarakat kampung 
Onggaya 
- Dinas pariwisata kabupaten 
Merauke 
- Balai taman nasional Wasur 
- Pengelola WWF kabupaten 
Merauke 
b. Data sekunder yang dibutuhkan 
antara lain demografi dan social 
ekonomi penduduk kampung 
Onggaya dan peta situasi kampung 
Onggaya 
 
3. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini dari 
pihak-pihak yang pernah terkait antara 
lain kantor pemerintahan kampung 
Onggaya, kantor balai taman nasional 
Wasur, kantor WWF, kantor dinas 
pariwisata kabupaten Merauke, kantor 
BPS Merauke dan literature-literatur 
terkait dengan pengembangan waisata 
pantai. 
4. Teknik pengambilan data 
Untuk mengambil data dilakukan dengan 
beberapa cara, sebagai berikut : 
a. Teknik wawancara, dilakukan untuk 
mendapatkan informasi yang 
mendalam tentang pengelolaan 
pantai yang pernah diterapkan di 
kampong Onggaya. Responden 
adalah pihak yang terkait : 
- Penerintah/ masyarakat kampong 
Onggaya 
- Dinas pariwisata kabupaten 
Merauke 
- Balai taman nasional Wasur 
- Pengelola WWF kabupaten 
Merauke 
b. Teknik observasi lapangan, 
dilakukan untuk mengetahui 
gambaran sebenarnya tentang 
karakteristik fisik spasial kampung 






Onggaya termasuk karakteristik 
penduduk dan kelembagaan 
kampung. 
c. Teknik studi literatur dan dokumen 
terkait, dilakukan untuk 
mendapatkan data-data pendukung 
selengkapnya demi penelusuran 
masalah yang mendasar. 
5. Teknik analisis data 
Analisis yang digunakan adalah Metode 
Analisis Akar Masalah Dan Solusi 
(MMAMS). Metode ini akan mencoba 
menemukenali akar masalah, mengapa 
terjadi stagnasi pengelolaan obyek 
wisata pantai Onggaya yang pernah ada 
di kampung Onggaya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil wawancara dengan WWF Merauke 
Wawancara yang dilakukan dikantor 
WWF Merauke menegaaskan bahwa 
memang benar rumah istirahat (Cottage) 
yang ada dipantai Onggaya didanai oleh 
WWF yang kemudian pengelolaannya 
diserahkan ke masyarakat kampung 
Onggaya. Kegiatan tersebut berlangsung 
antara 1992-1995. Namun karena 
manajemen WWF mengeluarkan 
kebijakan pengurangan staf ketika itu 
sehingga WWF Merauke juga 
menyesuaikan diri melakukan 
pengurangan staf, bersamaan dengan hal 
tersebut maka peran WWF di Onggaya 
menjadi berkurang dan program 
pemberdayaan masyarakat oleh WWF 
dialihkan ke program Wasur Lestari. 
Responden WWF Merauke juga 
menambahkan bahwa pengelolaan 
wisata pantai Onggaya waktu itu 
memiliki buku kas, dimana pendapatan 
yang berasal dari wisatawan manca 
Negara dimasukkan dalam catatan buku 
kas kampung tersebut selanjutnya 
digunakan untuk keperluan anak 
sekolah, pembiayaan kebutuhan 
masyarakat kampung yang urgen, dan 
lain-lain. Model pencairan yang 
diterapkan adalah dengan melalui 
persetujuan/tanda tangan kepala 
kampung dan para guru untuk bisa 
dicairkan. 
Dengan tidak aktifnya lagi WWF di 
Onggaya sehingga kegiatan  pengelolaan 
wisata pantai juga menjadi stagnan, hal 
ini disebabkan bahwa kedatangan arus 
pengunjung wisatawan mancanegara 
pada khususnya adalah atas upaya 
promosi WWF yang memiliki jaringan 
internasional. Potensi jaringan 
internasional yang kuat inilah yang 






mempermudah informasi ke dunia luar 
akan eksistensi pantai Onggaya 
khususnya tetangga terdekat seperti 
Australia. 
Kendala yang ditemukan oleh WWF 
Merauke selama menjalankan misi 
kemanusiaan dalam hal ini 
pemberdayaan masyarakat Papua adalah 
bahwa masyarakat suku asli Papua 
pedalaman umumnya sulit berkelompok 
secara ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh 
hasil pengalaman WWF menerapkan 
berbagai macam metode untuk 
mengembangkan potensi perekonomian 
masyarakat, antrara lain : 1) dengan 
melakukan kegiatan ekonomi 
berdasarkan marga yang dimiliki 
diantara banyak suku Papua, 2) dengan 
melakukan kegiatan ekonomi sistim 
kelompok. Karena hal ini dimaksudkan 
karena adanya kecenderungan untuk 
hidup berkelompok. 3) dengan 
melakukan kegiatan ekonomi model inti. 
Yaitu model yang diterapkan kepada 
tokoh atau kepada pelaku ekonomi 
secara langsung. Ketiga model tersebut 
memberikan hasil yang bisa 
dipertahankan ataupun dikembangkan. 
Kendala lain yang ditemukan adalah 
adanya sifat bawaan Wild and Natural 
yang mendarah daging, sehingga insting 
tersebut sulit untuk berkolaborasi dengan 
program-program yang bersifat 
mnegajak untuk berfikir atau yang 
bersifat oeganisasi atau lembaga. Namun 
demikian kendala-kendala tersebut bisa 
saja dikatakan sulit tetapi bukan berarti 
tidak bisa. 
2. Hasil wawancara dengan dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Merauke 
Terkait dengan aktifitas pariwisata di 
kabupaten Merauke, maka dinas 
kebudayaan dan pariwisata adalah pihak 
yang dibebani tanggung jawab untuk 
menjalankan visi dan misi pelestarian 
kebudayaan dan kepariwisataan. 
Wawancara dengan staf bidang 
pengembangan obyek wisata 
menjelaskan bahwa pada dasarnya 
instansi ini bergerak melakukan kegiatan 
berdasarkan RKA-SKPD tahunan saja 
yang didalamnya memuat uraian 
kegiatan, tempat, jumlah dana dan 
kolom keterangan, akan tetapi dari mana 
uraian kegiatan tersebut muncul ?, 
semestinya bersumber dari dokumen-
dokumen RPJM, RENSTRA, dan RKT. 
Sayangnya dinas kebudayaan dasn 
pariwisata kabupaten Merauke belum 






memiliki dokumen rencana strategis 
(RENSTRA), dan dokumen rencana 
kegiatan tahunan (RKT) 
3. Hasil wawancara dengan Balai Taman 
Nasional Wasur, Merauke. 
Balai taman nasional Wasur pada 
dasarnya mengetahui keberadaan potensi 
obyek wisata pantai Onggaya, namun 
sampai sekarang ini tahun 2012, terlibat 
langsung terkait dengan pendanaan 
pengembangan wisata pantai Onggaya 
masih belum ada dan diharapkan pada 
anggaran tahun-tahun berikutnya dapat 
teralisasi mengingat potensi wisata 
dimasa yang akan dating sangat 
mnejanjikan untuk meningkatkan 
perekonomian sekaligus taraf hidup 
masyarakat. 
Kampung Onggaya masuk dalam 
kawasan taman nasional Wasur, dimana 
permasalahan dan isu strategis dalam 
renstra balai taman nasional Wasur 
2010-2014 menegaskan bahwa masih 
rendahnya tingkat kunjungan wisata 
dikarenakan masih terbatasnya sarana 
prasarana wisata yang terdapat dalam 
kawasan, belum adanya kerja sama dan 
kesepakatan bersama antara pemda 
setempat, balai taman nasional Wasur 
dan pihak lainnya dalam pemberdayaan 
masyarakat, dan kurangnya pemanfaatan 
jasa lingkungan dan wisata alam. 
Minat investor memanfaatkan kasawan 
konservasi sebagai jasa lingkungan san 
wisata alam masih rendah. Belum 
adanya peraturan perundangan yang 
mengatur kegiatan wisata alam dan jasa 
lingkungan, belum adanya kesepakatan 
dan kerja sama dengan pemerintah 
daerah dalam upaya meningkatkan 
sapras wisata alam dan lingkungan di 
taman nasional Wasur. 
Secara umum perencanaan obyek wisata 
pantai Onggaya sudah terintegfrasi 
dengan dokumen perencanaan yang ada 
pada kantor BTN Wasur, namun belum 
diterjemahkan lagi kedalam bentuk 
rencana detail potensi pantai tersebut. 
4. Hasil wawancara dengan Pemerintah 
Kampung Onggaya. 
Salah satu visi dan misi kepala kampung 
Onggaya yang selalu diperjuangkan 
adalah bagaimana menghidupkan 
kemballi wisata pantai Onggaya.. upaya 
ini tentunya tidak semudah membalikkan 
telapak tangan, membutuhkan 
kemampuan untuk menyampaikan 
gagasan-gagasan kepada pihak-pihak 
yang bersesuaian dengan obyek wisata 
atau kepariwisataan walaupun dengan 






segala keterbatasan aksesibilitas yang 
dimiliki untuk dapat berkomunikasi 
dengan para pemegang kebijakan. 
Optimism ini muncul karena 
pengalaman yang pernah dilakukan oleh 
program WWF mengelola pantai 
Onggaya adalah berhasil dan benar 
memberikan kontribusi kepada 
masyarakat. Optimism ini terus 
memberikan dorongan untuk berbuat 
agar wisata pantai ini bisa hidup kembali 
dan menghidupi masyarakat Onggaya, 
walaupun selama ± 7 tahun terakhir ini 
terjadi kefakuman kepengurusan 
pengelolaan pantai Onggaya tersebut. 
Pemerintah dan masyarakat kampung 
Onggaya membutuhkan kejelasan 
pengelolaan dalam hal ini tentang siapa 
yang akan menjadi pelaku/pengelola 
wisata pantai kemudian bagaimana 
kejelasan paying hukumnya, pasca 
mundurnya WWF dari Onggaya. 
Secara mandiri kepala kampung 
Onggaya telah melakukan pendekatan-
pendekatan kepada pawa stakeholder 
untuk mulai membangun kembali 
potensi wisata pantai Onggaya termasuk 
kepada Universitas Musamus sendiri 
selaku Pembina beberapa kampung yang 
tersebar di beberapa distrik kabupaten 
Merauke, kepada balai taman nasional 
Wasur, kepada pemerintah daerah 
Merauke, kepada petinggi TNI, dll. 
Alhasil upaya ini mulai mmebuahkan 
hasil seperti perbaikan jalan akses dari 
kota Merauke maupun akses dalam 
kampung Onggaya sendiri, termasuk 
sarana dan prasarana sosial ekonomi 
dalam kampung. 
  






























a) Sudut pandang historis 
Patut dihargai bahwa ide awal 
sebenarnya dalam melaksanakan 
pemberdayaan masyarakat dengan 
memanfaatkan potensi pantai 
Onggaya adalah bersumber dari 
program WWF Merauke dengan 
membangun rumah istirahat 
(cottage) dipantai Onggaya seperti 
yang masih terlihat sekarang ini. 
Program wisata pantai Onggaya ini 
hanya berlangsung ± 3 tahun (1992-
1995) dengan kekuatan jaringan 






internasional yang dimiliki, 
kemudian akhirnya terhenti akibat 
perampingan manajemen serta 
pengalihan program ke Wasur lestari 
oleh WWF 
Pembinaan yang dilakukan oleh 
WWF meliputi pembiayaan 
pembangunan rumah istirahat yang 
ditaksir senilai ± 100 juta rupiah, 
selanjutnya upaya pembentukan 
pengurus dan pengelola wisata pantai 
Onggaya tersebut. Kemudian WWF 
terus melakukan pengawasan dan 
pendampingan program ini hingga 
berjalan selama ± 3 tahun. 
Peralihan mundurnya WWF dari 
Onggaya, berdampak terjadinya 
stagnasi karena masyarakat masih 
membutuhkan pengawasan dan 
pendampingan. Pemerintah daerah 
Merauke dalam hal ini dinas 
pariwisata tidak ada semacam aksi 
ambil alih (take over) pengelolaan 
pantai Onggaya dalam hal 
maksudnya adalah sekalipun WWF 
sudah mundur akan tetapi jaringan 
internasional, kepengurusan, dan 
siklus keuangan tetap dipertahankan. 
 
 
b) Kelembagaan dan perencanaan 
Secara terpisah masing-masing 
lembaga memiliki wilayah kerja 
potensi wisata di kabupaten Merauke 
yaitu WWF Merauke, balai taman 
nasional Wasur, dan dinas pariwisata 
Merauke. 
Berdasarkan zona, balai taman 
nasional Wasur dan WWF berada 
dalam wilayah administrasi 
kabupaten Merauke. Oleh karena itu 
masing-masing lembaga tersebut 
juga memiliki dasar hokum dan 
claim amanat yang diberikan oleh 
NKRI, sehingga masing-masing 
memiliki konsep perencanaan yang 
berbeda pula. Terkecuali WWF yang 
misinya secara independen 
mengemban  tugas internasional 
sebagai organisasi kemanusiaan dan 
pemberdayaan masyarakat yang 
dasar hukumnya bersumber dari 
internasional agreement. 
Pantai Onggaya adalah salah satu 
tempat wisata pantai yang ada 
terbentang dipesisir pantai Merauke. 
Namun secara dokumen belum 
tersubtitusi kedalam bentuk 
perencanaan yang integrative lintas 
lembaga sampai pada rencana detail 







masing masih berdasarkan versi 
sendiri-sendiri dan belum tebentuk 
ke dalam kolaborasi perencanaan 
sehingga alokasi kekuatan anggaran 
dan sumber daya alam serta 
manusianya belum dapat 
teroptimalkan. 
Secara administrasi, taman nasional 
Wasur berada dalam wilayah 
administrasi kabupaten Merauke, 
namun berdasarkan tugas dan fungsi 
bahwa penjagaan kelestarian dan 
pengembangan zona alam tersebut 
telah diamanatkan kepada balai 
taman nasional Wasur. Status 
hukumnya adalah dengan surat 
keputusan menteri kehutanan 
no:185/kpts-VI/1997 tanggal 23 mei 
tentang penunjukan taman nasional 
Wasur seluas ± 413.810 Hektar. 
Keputusan tersebut memerintahkan 
Dirjen perlindungan hutan dan 
pelestarian alam untuk mnegelola 
taman nasional Wasur (TNW). 
Selanjutnya dirjen perlindungan 
hutan dan pelestarian alam 
mengeluarkan SK No: 256/IV-
Set/2011 tanggal 21 desember 
tentang zonasi taman nasional Wasur 
yang di dalamnya memerintahkan 
kepada balai taman nasional Wasur 
agar zonasi tersebut menjadi 




Setelah melakukan penggalian informasi 
dari beberapa sumber yang terkait, 
sehingga faktor-faktor penyebab 
terjadinya stagansi pengelolaan obyek 
wisata pantai Onggaya disimpulkan 
sebagai berikut : 
a. Adanya pendampingan manajemen 
WWF sehingga kinerja 
organisasinya tidak lagi mampu 
mendampingi pengelolaan pantai 
Onggaya. 
Akar masalahnya adalah : 
Kebijakan top lueader WWF, baik 
arah dan alokasi sumber daya 
organisasi WWF itu sendiri 
b. Masyarakat kelompok pengelola 
wisata pantai Onggaya binaan WWF 
belum mampu mandiri. 
Akar masalahnya : 
Tidak adanya dukungan 
kelembagaan dari luar kampung 
Onggaya. Masyarakat tidak memiliki 
jaringan yang kuat keluar kampung 






untuk mempromosikan dirinya 
sendiri. 
c. Nama dan bentuk keindahan pantai 
Onggaya belum begitu dikenal pada 
skala lokal Merauke. 
Akar masalahnya : 
Pengetahuan yang belum memadai 
tentang prospek wisata pantai dan 
stakeholders belum merasa 
berkepentingan di Onggaya sehingga 
tidak ada promosi yang bersifat rutin. 
d. Adanya kesan akses darat ke 
Onggaya sulit dijangkau. 
Akar masalahnya : 
Pertimbangan alokasi anggaran jalan 
dari pemda. Merauke untuk wisata 
pesisir pantai arah Naukenjerai 
belum kuat. 
e. Tidak ada aksi ambil alih 
pendampingan pengelolaan pantai 
Onggaya baik oleh pemda. Merauke 
maupun dari BTN Wasur. 
Akar masalahnya : 
Kepakaran dibidang penyusunan 
dokumen perencanaan pariwisata 
belum memadai dan dukungan 
peraturan daerah juga belum ada, 
sehingga belum ada produk dokumen 
rencana induk pariwisata Merauke 
termasuk rencana detailnya. 
2. Saran 
1) Perlu adanya koordinasi antara BTN 
Wasur dan Dinas kebudayaan dan 
pariwisata kabupaten Merauke 
tentang masing-masing peran dalam 
melakukan pendampingan 
pengelolaan pantai Onggaya 
2) Dinas kebudayaan dan pariwisata 
kabupaten Merauke dan BTN Wasur 
harus tetap melibatkan WWF kerena 
memiliki pengalaman pendampingan 
dan jaringan internasional. 
3) Dinas kebudayaan dan pariwisata 
kabupaten Merauke dan BTN Wasur 
dapat melakukan program kerja 
langsung terkait dengan pengelolaan 
pantai Onggaya baik dari 
pembangunan sarana dan prasarana 
wisata dan pembinaan masyarakat 
sadar wisata. 
4) Aksi promosi harus dilakukan secara 
rutin oleh semua pihak. Semua jenis 
media promosi dapat di optimalkan 
yang difasilitasi oleh dinas 
pariwisata Merauke sebagai 
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